(2) Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya pada tangga 31 Desember
tahun anggaran sebelumnya. :

(3) Bupati menyampaikan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
APBD kepada Gubernur selambat-lambatnyn 7 (tujuh) hari kerja sctelah ditetapkan.

BAB Viil i
PELAKSANAAN APBD

Baginn Pertamn

Asns Umum Pelaksanaan APBD

Pasal 51

(1) SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang
tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam

APBD. .

(2) Pelaksanaan belanja daerah scbagaimana dimnksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip
hemat, tidak mewah, efektil, efisien dan sesuni dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Bagian Kedua
Penyampaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 52

(1) PPKD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua
kepala SKPD agar menyusun dun menyampaikan rancangan DPA-SKPD. ‘

(2) Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merinci sasaran yang hendak
dicapai, fungsi, program, kegiatan, anggaran yang, disediakan untuk mencapai sasaran terscbut, dan
rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan.

(3) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD yang telah disusun kepada PPKD paling lambat
6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan.

(4) Format DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta cara pengisiannya berpedoman
kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

(1) Tirn anggaran pernerintah daerah melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersamasama
dengan kepala SKPD yang bersangkutan.

' (2) Asistensi atas rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan paling
lambat 15 (lima belas) hari kerja, sejak ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

(3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengesahkan rancangan
DPA-SKPD dengan persetujuan Sekretaris Daerah. -

(4) DPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada kepala
SKPD yang bersangkutan, kepala satuan kerja Pengawasan Daerah, dan BPK selambat-lambatnya

7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan.
(5) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan scbagai dasar pelaksanaan anggaran
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oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/barang.

Bagian Ketiga

Pelaksnnaan Anggaran Pendapatan Dacrah

Pasnl 54

(1) Semua pendapatan daerah dilakukan mclalui rekening Kas Umum Daerah.

(2) Bendahara penerimaan wajib menyctor scluruh pencrimaannya ke rekening kas umum daerah
selambat-lambatnya dalam waktu | (satu) hari kerja.

(3) Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap atas setoran dimaksud.

Pasal 55

(1) SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

(2) SKPD yang mempunyai tugas memungu, mencerima dan/atau kegiatan yang berdampak pada
penerimaan daerah wajib mengintensifikasikan pernungutan dan penerimaan tersebut.

Pasnl 56

(1) Penerimaan SKPD yang merupakan pencrimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung
untuk pengeluaran.

(2) Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat
dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah,
asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau
penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dan anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil
pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.

(3) Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila bentuk uang harus segera
disetor ke kas umum daerah dan bentuk barang rmenjadi milik/aset daerah yang dicatat sebagai
inventaris daerah. ‘

Pasal 57

(1) Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan membebankan pada rekening
penerimaan yang bersangkutan untuk pengernbalian penerimaan yang terjadi dalam tahun yang

sama.
(2) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya di
pada rekening belanja tidak terduga.

bebankan

Baginn Keempnt

Pelnksannnn Anggnran Belanja Danerah

Pasal 58

(1) Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap don sal mengenai hak yang diperoleh
oleh pihak yang menagih.

(2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Peraturan
Daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.

(3) Pengeluaran kas sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) tidak tcrmasuk belanja yang bersifat
mengikat dan belanja yang bersilat wajib.



Pasal 59

Pembayaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD, atau dokumen lain yang dipersamakan
dengan SPD.

I’nsal 60

(1) Gaji Pegawai Negeri Sipil Dacrah dibebankan dalam APBD

(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah
berdasarkan pertimbangan yang objektil’ dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan
memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

] (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah persetujuan DPRD terhadap Kebijakan
1 Umum APBD ( KUA ) setiap tahun, :

Pasal 61

Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib
menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara pada
Bank Pemerintah atau bank lain yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro
dalarn jangka waktu sesuai ketentuan perundang-undangan. 4

Pasal 62

(1) Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh BUD.

(3) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran schagnimana dimaksud pada ayat (2), kuasa BUD
berkewajiban untuk :

a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan aleh pengguna anggaran ;

b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBID yang tercantum dalam perintah
pembayaran ;

c. Menguji ketersedinan dana ynng bersangkutan |
d. Memerintahkan pencairan dana schagai dasar pengeluacan dacrah | dan

e. Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan aleh pengguna anggaran
tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 63

(1) Penerbitan SPM tidak boleh dilnkukan sebelum harang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan
lain dalam peraturan perundangan-undangan.
(2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran

dapat diberikan uang persediaan yang besarannya setinggi-tingginya sesuai dengan yang tercantum
dalam DPA-SKPD dikelola oleh bendahara pengeluaran.

Pasal 64

Bupati dapat memberikan izin pembukuan rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran di
lingkungan SKPD. »



Pasal 65

Setelah tahun anggaran berakhir, kepala SKPD selaku pengguna anggaran dilarang menerbitkan SPM
yang membebani tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kelirna
Pelaksanaan Anggaran
Pembiayaan Dacrah

Pasal 66

(1) Pengelolaan anggaran pembiayaan dacrah dilnkukan oleh PPKD

(2) Semua penerimaan dan pengeluaran pembiaynan dacrah dilakukan melalui Rekning Kas Umum
Daerah. '

Pasal 67 |

(1) Pemindahbukuan dari rekening dnna cadangan ke Rekening Kns Umum Daerah dilakukan
berdasarkan rencana pclaksanaan kegiatan, sctelah jumlah dana cadangan yang ditdapkan
berdasarkan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan yang berkenaan mencukupi.

(2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan
yang akan digunakan untuk menandai pelaksanaan kegiatan dalain tahun anggaran berkenaan
sesuai dengan yang ditetapkan dalam pPeraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan.

(3) Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas

persetujuan PPKD.

Pasal 68

(1) Penjualan kekayaan milik dacrah yang dipisehkan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

(2) Pencatatan penerimaan atas penjualan kekayaan danerah sebagaimana dimaksud pada ayat (@)
didasarkan pada bukti penerimaan yang sah.

Pasal 69

(1) Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jurnlah pinjarnan yang akan diterina dalam tahun
anggaran yang bersangkutan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjarnan berkenaan.
(2) Penerimaan pinjaman dalam bentuk mata uang asing dibukukan dalam nilai rupiah.,

(3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daorah. Jidnsarkan pada perjanjian pemberian pinjaman
daerah sebelumnya untuk kesesuaian pengembalian pokok pinjaman dan kewajiban lainnya yang

menjadi tanggungan pihak peminjam.

Pasal 70
(1) Penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah.

(2) Pemerintah daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain.



(3) Pendapatan daerah dan/atau asct daerah (barang milik dacrah) tidak boleh dijadikan jaminan
pinjaman daerah. ’

(4) Kegiatan yang dibiayai dari obligasi dacrah beserta barang, milik daerah yang melekat dalam
kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan obligasi dacrah. -

(5) Kepala SKPKD melakukan penatausahaan atas pinjnman daerah dan obligasi daerah.
Pasal 71

(1) Jumlah pendapatan daerah, yang disisihkan untuk pembentukan dana cadangan dalam tahun
anggaran bersangkutan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

(2) Pemindahbukuan jumlah pendapatan daerah yang disisihkan yang ditransfer dari rekening kas
umum daerah ke rekening dana cadangan dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh

kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Pasal 72

Penyertaan modal pemerintah dacrah dapat diluksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam
tahun anggaran berkenaan telah ditctapkan dalam Peraturan Dacrah tentang Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 73
Pembayaran pokok utang diserahkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian
pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah

yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

Pasal 74

Pemberian pinjaman daerah kepada pihak lnin seperti Pemerintah Daerah lainnya, BUMD berdasarkan
Keputusan Bupati atas Persetujuan DPRD.

Pasnl 75

Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal Pemerintah Daerah, pembayaran pokok
utang dan pemberian pinjaman daerah dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh PPKD.

BAB IX'
LAPORAN REALISASI SEMESTERAN PERTAMA
APBD DAN PERUBAHAN APBD
Bagian Pertama
Laporan Realisasi Semester Pertama APBD
Pasal 76

(1) Pemerintah Daerah menyusun laporan realisai semester pertama APBD dan prognosis untuk 6
(enam) bulan berikutnya.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampnikan kepada DPRD selambatlambatnya pada
akhir bulan Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPRD dan

Pemerintah Daerah.



(3) Format dan tata cara laporan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
Bagian Kedua
Perubahan APBD
Pasal 77

(1) Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atou perubahan keadaan, dibahas bersama DPRD
dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun
anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi :

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBO
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran’ anggaran antar unit organisasi, antar

kegiatan, dan antar jenis belanja.
c. keadaan yang menyebabkan saldo nnggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk

tahun berjalan ;
d. keadaan darurat ; dan
e. keadaan luar biasa.

(2) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Dacrah dapnt melakukan pengeluaran yang belum tersedia
anggarannya, yang sclanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau

disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

(3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memenuhi
kriteria sebagai berikut :

. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat

. diprediksikan sebelumnya;

. tidak diharapkan terjadi secara berulang ;

_berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah ; dan

. memiliki dampak yang siginifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan
oleh keadaan darurat.

o a0 oS

Pasal 78

(1) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali
dalam keadaan luar biasa. i

(2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf e adalah keadaan yang
menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau

penurunan lebih besar dari 50 % (Lima puluh persen).
Pasal 79

(1) Pemerintah Daerah mengajukan Pecaturan Daerah tentang, Perubahan APBD tahun anggaran yang
bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan

berakhir.

(2) Persetujuan DPRD terhadap Peraturan Dacrah scbagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-
lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum bernkhirnya tahun anggaran.

Pasal 80
Proses evaluasi dan penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan

Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD menjadi Peraturan Dacrah dan Peraturan Bupati beralaku
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 dan Pasal 49.



Pasal 81

(1) Pelaksanaan pengeluarnn atas pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimara
dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(2) Realisasi pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam  Peraturan Dacrah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.

BAB X
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Bagian Pertama
Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah
Pasal 82
(1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerima/pengeluaran dan orang atau
badan yang mencrima atau menguasai uang/barnng/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan

penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. |

(2) Pejabat yang menandatangani dan/atau rmengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti
yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan

akibat yang timbul dari pengeluaran surat bukti dimaksud.
Bagian Kedua
Pelaksanaan Penatausahann Keuangan Daerah

Pasal 83

(1) Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan :

pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD ;

pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM

pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat pertanggungjawaban (SPJ) ;
pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D ;

bendahara penerimaan/pengeluaran ; dan
pejabat lainnya yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

me a0 TP

gaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan scbelum dimulainya tahun

o

(2) Penetapan pejabat seba
anggaran berkenaan.

Pasal 84

dan/atau  bendahara  pengeluaran  dalam melaksanakan tugas-tugas
PD dapat dibantu oleh pembantu bendahara penerimaan
kebutuhan dengan keputusan kepala SKPD.

Bendahara penerimaan
kebendaharaan pada satunn kerja dalam SK
dan/atau pembantu bendahara pengeluaran sesuai

Pasal 85

kas menerbitkan SPD dengan

(1) PPKD dalam rangka melaksanakan : ‘
ram dan kegiatan yang dimuat

mempertimbangkan penjadwalun pernbayaraan pelaksanaan prog

manajemen
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dalam DPA-SKPD.

(2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatangani oleh
PPKD. 3

Baginn Ketiga
Penatausahaan Bendaharn Penerimaan
Pasal 86

(1) Penyetoran penerimaan pendapatan scoagaimaria dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dilakukan
dengan uang tunai.

(2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke rekening kas umum daerah pada bank
pemerintah yang ditunjuk, dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit. .

(3) Bendahara pencrimaan dilarang menyimpan  uang, cek atau  surat berharga yang dalam

penguasaannya lebih dari 1 (satu) hari kerja dan/ntau atns nama pribadi pada bank atau giro pos.

(4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. '

Pasal 87

(1) Bendahara penerima pada SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh
penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawab.

(2) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan
kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

(3) PPKD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penatausahaan Bendahara Pengeluaran
_l‘mml 88
(1) Permintaan pembayarar dilakukan melalui pcncrhium SPP-1.S. SPP-UpP, SPP-GU dan SPP-TU.
(2) PPTK mengajukan SPP-L.S melalui pejabat penatausahaan keuangan pada SKPD kepada pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya tagihan

dari pihak ketiga.

(3) Pengajuan SPP-LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan ynng ditetapkan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(4) Bendahara pengeluaran melalui pejabat penatausahaan keuangan pada SKPD mengajukan SPP-UP
kepada pengguna anggaran setinggi-tingginya untuk keperluan satu bulan.

(5) Pengajuan SPP-UP schagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan daftar rincian rencana
penggunaan dana.

(6) Untuk penggantian dan penambahan uang persediaan, bendahara pengeluaran mengajukan SPP-GU
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dan/atau SPP-TU.

(7) Batas jumlah pengajuan SPP- TU sebagaiamana dimaksud pada ayat (6) harus mendapat
persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu periggunaan.

Pasnl 89

(1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan permintaan uang persediaan kepada
BUD dengan menerbitkan SPM-UP. :

(2) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan penggantian uang persediaan yang
telah digunakan kepada BUD, dengan menerbitkan  SPM-GU  yang  dilampiri bukti asli
pertanggungjawaban atas penggunaan uang persediaan sebelumnya.

(3) Dalam hal uang persediaan tidak mencukupi kebutuhan, pengguna anggaran/Kuasa pengguna
anggaran dapat mengajukan tambahan uang persediaan kepada BUD dengan menerbitkan SPM-
AROL

(4) Pelaksanaan pembayaran melalui SPM-UP dan SPM-LS berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 90

(1) BUD menerbitkan SP2D atas SPM yary, diterima dari pengguna anggaran/kuasa penggunzi anggaran
yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya. :

(2) Penerbitan SP2D oleh BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 2 (dua) hari kerja
sejak SPM diterima.

(3) BUD berhak menolak permintaan pembayaran yang diajukan pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran bilamana :

a. Pengeluaran tersebut melampiri pagu, dan/atau
b. Tidak didukung oleh kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

(4) Dalam hal BUD menolak permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SPM
dikembalikan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah diterima.

Pasal 91
Tata cara penatausahaan bendahara pengeluaran diatur Iebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kclima -
Akuntansi Keuangan Dacrah
Pagal 92

(1) Pemerintah Dacrah rncnyusun sistem akuntansi Pemerintah Dacrah yang mengacu kepada standar
akuntansi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Sistem akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 93

Bupati berdasarkan standar akuntansi pemerintahan menetapkan Peraturan Bupati tentang kebijakan
akuntansi.



Pasal 94
(1) Sistem akuntansi Pemerintah Dacrah paling scdikit meliputi :
a. prosedur akuntansi penerimaan kas ;
b. prosedur akuntansi pengelunran kas ;
c. prosedur akuntansi aset ;
d. prosedur akuntansi sclain kas ;

(2) Sistem akuntansi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip pengendalian
intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAR X1
PERTANGGUNGIJAWABAN
PELAKSANAAN APBD
Pasal 95

(1) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan,
aset, utang dan ekuitas dana, yang berada dalam tanggungjawabnya.

(2) Penyelenggaraan akuntansi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan/
penatausahaan atas transaksi keuangan di lingkungan SKPD dan menyiapkan laporan keuangan
sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari laporan realisasi anggaran,
neraca, dan catatan atas laporan keuangan yang disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD
selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

|

(4) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna abarang memberikan pernyataan bahwa
peng810laan APBD yang menjadi tanggungjawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 96

(1) PPKD menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangaﬁ, aset, utang dan ekuitas dana termasuk
transaksi pembiayaan dan perhitungannya berdasarkan laporan yang diterima dari SKPD.

(2) PPKD menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari :
a. laporan realisasi anggaran ;
b. neraca;
¢. laporan Arus Kas ; dan
d. catatan Ata% Laporan Keuangan.

(3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan disajikan sesuai dengan
Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

(4) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi
kinerja dan laporan kcuangan badun usaha milik dacrah/perusahaan daerah.

(5) Laporan keuangan pemcrintah  dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan
laporan keuangan SKP'D.



e T QSR

S e R

pa=——na

(6) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada
Bupati dalam rangka memenuhi pertanggungjnwaban pelaksanaan APBD.

Pusal 97

Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada
DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling
lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 98

(1) Laporan Keuangar pelaksanaan APBD schagnimana dimaksud dalam Pasal 95 ay at (3)
disampaikan kepada BP’K selambat-lambatnya 3 (Tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(2) Apabila sampai batas waktu 2 (dua) bulan setelah penyampaian laporan keuangan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), BPK belum menynmpaikan laporan hasil pemeriksaan, Peraturan Daerah

sebagaimana dimaksud pasal 94 disampaikan kepada DPRD.

Pasal 99

Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan berdasarkan
hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

95 ayat (1).

BAB XII
PENGENDALIAN DEFISIT DAN
PENGGUNAAN SURPLUS APBD

Bagian Pertama

Pengendalian Defisit APBD

Pasal 1060

(1) Dalam hal APBD diperkirakan delisit ditctapkan surnber-sumber pembiayaan untuk menutupi
defisit tersebut dalam Peraturan Dacrah tentang APBD.

(2) Defisit APBD sebagaimana dimuksud pada ayat (1) ditutup dengan pembiayaan netto.

Pasal 101

(1) Dalarn rangka pengendalian fiskal, ditetapkan batas rnaksimal jumlah kumulatif defisit APBD.

(2) Batas maksimal jumlah kurnulatif defisit APBD seagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah
ditetapkan olell menteri keuangan.



Pasal 102

Pemerintah Daerah wajib rnelaporkan surplus/delisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan
Menteri Keuangan setiap Semester dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 103
Defisit APBD dapat ditutupi dari sumber pembiayaan :
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Daerah tahun sebelumnya;

a
b. pencairan dana cadangan;

c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahan;
d. penerimaan pinjaman; dan/atau;

e. penerimaan kembali pemberian pinjaman.

Bagian Kedua
Penggunaan Surplus APBD

Pasal 104

Dalam hal APBD diperkirakdn surplus, penggunaannyi ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang

APBD.

PPasal 105

Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan dana cadangan,

dan/atau pendanaan belanjn peningkatan jaminan sosial.

BAB Xl

Bagian Pertama
Pengelolaan Kas Umum Daerah
Pasal 106

Semua Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Dacrah dilaksanakan melalui Rekening Kas Umum

Daerah.

Pasal 107

(1) Dalam rangka pengelolaan uang daerah, PPKD membuka Rekening Kas Umum Daerah pada Bank

vang ditentukan oleh Bupati;
n pengeluaran daerah, BUD dapat membuka
Is Bank yang ditetapkan oleh Bupati;

a ayat (2) digunakan untuk menampung

(2) Dalam pelaksanaan operasional pencrimaan da
rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pa

(3) Rekening penerimani sebagaimana dimaksud pad
penerimaan dacrah setiap hari.

(4) Saldo rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap akhir hari kerja wajib

disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum daerah;



(5) Rekening pengeluaran pada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dengan dana yang
bersumber dari rekening kas umum daerah;

(6) Jlilmlah.dana yang di sediakan pada rekening pengeluaran sebagaiana dimaksud pada ayat (2)
disesuaikan dengan rencana pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang telah
ditetapkan dalam APBD.

Pasal 108

(1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunga dan atau jasa giro atas dana yang disimpan pada
bank umum berdasarkan tingkat suku bungn dan atau jnsa giro yang berlaku;

{2) Bunga dan atau jasa giro yang dipcrolch Pernerintah Dacrah schagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan Pendapatan Asli Dacrah. |

Pasal 109

(1) Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberlnkukan oleh bank umum didasarkan pada
ketentuan yang berlaku pada bank umum bersangkutan;

{2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada belanja daerah.

Bagian Keduxa
Pengelolann Piutang Dacrah

Pasal 110

(1) Setiap pejabat yang diberi kuasn untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan daerah wajib
mengusahakan agar setiap piutang dacrah disclesaikan seluruhnya dengan tepat waktu;
(2) Pemerintah Daerah mempunyai hak mendahului atas piutang jenis tertentu sesuai dengan Peraturan

Perundang-undangan;

(3) Piutang Daerah yang tidak dapat diselesaikan scluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan menurut
Peraturan Perundang-undangan;

(4) Penyelesaian Piutang Daerah sebagaimana akibat hubungan keperdataan dapat dilakukan melalui
perdamaian, kecuali mengenai piutang dacrah yang secara penyelesaiannya sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan.

Pasal 111

(1) Piutang Daerah dapnt dihapuskan secara mutlak dan bersarat dari pembukuan sesuai dengan
ketentuan mengenali penghapusan Piutang Negarn dan Daerah kecuali mengenai piutang Daerah

yang cara penyelesaiannya ditakukan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang menyangkut piutang Pemerintah
Daerah, ditetapkan oleh : j
a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,- ( Lima Milyar Rupiah )
b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000,- ( Lima Milyar
Rupiah ) :
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan piutang daerah diatur dengan peraturan Bupati.



Baginn Ketign
Pengelolaan Investasi Dacerah
Pasal 112

Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh
manfaat ekonomi, sosial dan atau manfaat lainnyn.

Pasal 113

(1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 merupakan investasi yang dapat
segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang;

(2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam pasal 112, merupakan investasi yang
dimaksudkan uqu dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Pasal 114

(1) Investasi jangka panjang sebagaimana di maksud dalam pasal 113 ayat (2) terdiri dari investasi
permanen dan non permanen;

(2) Investasi permancn schagaimana dimaksud padn ayat (1) dimaksudkan untuk dimiliki secara
berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjual belikan atau tidak ditarik kembali;

(3) Investasi non permanen schagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk dimiliki secara
tidak berkelanjutan atau tidak ada niat untuk diperjual belikan atau ditarik kembali.

Pasal 115

Pedoman invastasi permanen dan non permanen sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat €))
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pasal 116

(1) Barang Milik Daerah diperoleh atas beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
(2) Perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :

a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan/atau yang sejenis;

b. barang yang diperoleh dari kontrak kerja sama, kontrak bagi hasil, dan kerja sama pemanfaatan
barang milik daerah;

c. barang yang diperoleh berdasarkar.  penetapan  karena  penctapan  peraturan perundang-
undangan;

d. barang yang diperoleh dari putusnn pengadilan.

Pasal 117

(1) Pengelolaan barang daernh meliputi rangkaian kegintan dan tindakan terhadap barang daerah yang
mencakup perencanaan kebutuhan, —penganggnran, pengadnan,  penggunaan, pemanfaatan,
pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pengamanarn, serta

pembinaan, pengawasan, dan pengendalian,



(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembayaran kewajiban bunga
dan pokok pinjaman daerah.

Pasal 122

Pinjaman daerah bersumber dari :

<)

. pemerintah;

b. pemerintah daerah lain;

O

. lembaga keuangan bank:

ol

. lembaga keuangan bukan bank; dan

e. masyarakat.

Pasal 123

(1) Penerbitan obligasi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah mendapat persetujuan dari
Menteri Keuangan.

(2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup jumlah dan
nilai nominal obligasi daerah yang akan diterbitkan.

(3) Penerimaan hasil penjualan obligasi daerah dianggarkan pada penerimaan pembiayaan.

(4) Pembayaran bunga atas obligasi daerah dianggarkan pada belanja bunga dalam anggaran belanja
daerah.

Pasal 124

Pinjaman daerah berpdoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB X1V
PENGAWASAN
PENGFELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Baginn Pertama

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 125

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan dacrah kepada SKPD

Pusal 126

DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksannan Peraturan Dacrah tentang APBD sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 127

Pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Kedun

Pengendalinn Intern

Pasal 128

(1) Dalam rangka meningkatkan kinerja transparansi, dan akuntabilitas pengelola keuangan daerah,
Bupati mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah
daerah.

(2) Pengaturan dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pad a ayat (1)
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengendalian Ekstern

Pasal 129

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban Keunngan Daernh dilnkukan oleh BPK sesuai
dengan perundang-undangan.

BAB XV
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
Pusal 130

(1) Setiap kerugian dacrah yang discbabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang
harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatanhya
rmelanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibcbankan kepadanya secara langsung
merugikan keuangan duerah, wajib mengganti kerugian tersebut.

(3) Kepala SKPD dapat scgera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam SKPD
yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 131

(1) Kerugian daerah wajib dilaporkan oleh kepala SKPD kepada Bupati dan diberitahukan Kepada
BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui.

(2) Segera setelah kerugian dacrah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan
bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) segera dimintakan surat pemyataan kesanggupan
dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti
kerugian daerah dimaksud.

(3) Jika surat keterangan tanggungjawab mutlak tidok mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin
pengembalian keruginn dacrah, Bupati scgern mengeluarkan surat  keputusan pembebanan
penggantian kerugian seinentara kepada yang bersongkutan.



Pasal 132

(1) Dalarn hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan
ganti kerugian dacrah berada dalam pengampunan, melarikan diri atau meninggal dunia,
penuntutan dan penagihan terhadapnya beralil kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris,
terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari bendahara, pegawai
negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan. %

(2) Tanggungjawab pengampunan yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun
sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada bendahara, atau pejabat iain
yang bersangkutan, atau sejak bendahara, pegawal negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang
bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampunan yang memperaleh
hak/ahli waris tidak diberi tahu aleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah.

Pasal 133

(1) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku
pula untuk uang dan/atau barang bukan milik daerah, yang berada dalam penguasaan bendahara,
pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas
pemerintahan. -

(2) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah dalam Peraturan Dacrah ini berlaku pula untuk pengelola
perusahaan daerah dan badan-badan lnin ynng menyelenggarnkan pengelolaan keuangan daerah,
sepanjang tidak diatur dalam pornturin perundang-undangan tersendiri,

Pasal 134

(1) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lnin yang telah ditetapkan untuk
mengganti kerugian dacrah dapat dikenai sanksi administratif dan / atau sanksi pidana.

(2) Putusan pidana atas kerugian daerah terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan
pejabat lain tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.

Pusal 135
Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat tain untuk membayar ganti rugi,
menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (tima) tnhun Scjnk diketahuinya kerugian tersebut atau dalam
waktu § {delapan) tahun Sejak terjndinya keruginn tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang
bersangkutan.

Pasal 136
(1) pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK.

(2) apabila dalam pemeriksaan kerugian dacrah ditemukan unsur pidana, BPK menindak lanjutinya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Pasal 143

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan

penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Fmpat Lawang.

Ditetapkan di Tebip
pada tanggal §

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal g NovEM BER 2009
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